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Lampiran 1, Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANANAN 

PANGAN 

1. Apa saja masalah yang dihadapi dalam upaya menjamin 

ketersediaan, aksesbilitas dan distribusi pangan ? 

2. Siapa saja aktor yang terlibat langsung dilapangan ? dan apa 

peran mereka masing-masing ? (identifikasi street level 

bureacracy) 

3. Bagaimana mekanisme pengawalan terhadap kebijakan 

pangan ? dalam hal menjamin aksesbilitas dan distribusi yang 

merata serta produktifitas pangan ? 

4. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan yang 

sasarannya ialah masyarakat miskin ? jika ada, bagaimana 

pemerintah melaksanakan distribusi pangan terhadap 

masayarkat miskin ? 

5. Langkah-langkah seperti apa yang dilakukan untuk 

mengkoordinir kegiatan tersebut ? siapa aktor yang berperan 

sebagai leading sektor di lapangan (street level bureacracy) ? 

B. PENYULUH PERTANIAN 

1. Bagaimana mekanisme pengawalan terhadap produktifitas 

pangan  ?  

2. Apakah ada pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan 

dengan masyarakat dalam upaya mewujudkan produktifitas 

pangan ?  

3. Seperti apa input, proses, output program/kegiatan yang 

dilakukan dalam upaya mendorong produktifitas pangan ? 

4. Apakah ada tim/koalisi yang dibentuk bersama 

masyarakat/aktor-aktor lainnya dalam upaya meningkatkan 

produktifitas pangan ? jika ada, bagaimana peran penyuluh 

dalam tim tersebut ? 
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5. Apa saja permasalahan yang dialami dalam melaksanakan 

peran tersebut ? dan bagaimana mengatasinya ? 

C. KEPALA DESA 

1. Bagaimana peranan pemdes dalam ikut serta berkontribusi 

dalam menjamin optimalisasi produksi, distribusi dan 

aksesbilitas pangan ?  

2. Sebagai kepala desa seperti apa berperan ? 

3. Apakah ada kebijakan pangan yang dikhususkan bagi 

masyarakat miskin ? jika ada, seperti apa ? 

4. Apa/seperti apa masalah yang dihadapi ? Dan bagaimana 

upaya mengatasi masalah tersebut ? 

5. Apakah pemerintah desa terlibat dalam tim/koalisi bersama 

penyuluh, poktan, analis ketahanan pangan dan masyarakat ? 

(koordinasi, ada/tidaknya tim diidentifikasi). 

6. Apakah ada masayarakat kategori miskin/ stunting ? dan 

apakah ada perlakuan khusus bagi mereka ? 

D. KELOMPOK TANI 

1. Bagaimana kelompok tani berperan dalam memenuhi kebutuhan 

pangan beras ? 

2. Apakah ada permasalahan dalam prosesnya ? 

3. Bagaimana keterlibatan pemerintah mendorong produktifitas petani 

?  

4. Bagaimana pola koordinasi kelompok tani bersama kepala desa, 

penyuluh dan analis ketahanan pangan ? adakah intervensi melalui 

kebijakan yang dilakukan ? jika ada, bagaimana kelompok tani 

merespon kebijakan tersebut ? 

E. MASYARAKAT MISKIN 

1. Apakah kebutuhan pangan terpenuhi ? 

2. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut ? 

3. Adakah bantuan dari pemerintah ? 

4. Apakah kebutuhan tersebut tersedia dipasaran ? 
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5. Apakah kebutuhan tersebut bisa dibeli ? 



121 

 

Lampiran 2, Matriks Penelitian 

Judul Rumusan Masalah Fokus Sumber Data Metode 
Penelitian 

Analisis Policy Enterpreneurship dalam 

Implementasi Kebijakan Publik Studi 

Kasus : Peran Street Level bureaucracy 

dalam Implementasi Kebijakan Pangan 

Terhadap Masyarakat Miskin di 

Kabupaten Bone 

5. Bagaimana ketajaman sosial street 

level bureaucracy dalam 

mengoptimalkan implementasi 

kebijakan pangan masyarakat 

miskin di kabupaten Bone ? 

6. Bagaimana peran street level 

bureaucracy dalam proses 

mendefinisikan masalah pada 

implementasi kebijakan pangan 

masyarakat terhadap miskin di 

Kabupaten Bone ? 

7. Bagaimana street level bureaucracy 

berperan dalam membangun tim 

sebagai upaya mempengaruhi 

optimalisasi implementasi kebijakan 

pangan terhadap masyarakat 

miskin di Kabupaten Bone ? 

8. Bagaimana peran street level 

bureaucracy memimpin dengan 

contoh dalam mempengaruhi 

implementasi kebijakan pangan 

masyarakat miskin di kabupaten 

Bone agar di terapkan secara 

efektif ? 

 

1. Ketajaman Sosial 

2. Pendefinisian 

Masalah 

3. Membangun Tim 

4. Memimpin dengan 

memberi contoh 

Data primer 

1. Badan 

Ketahanan 

pangan 

2. Penyuluh 

Pertanian 

3. Kepala desa 

4. Kelompok Tani 

(Poktan) 

5. Masyarakat 

 

 

1. Jenis Penelitian ini 

adalah deskriptif 

dengan pendekatan 

kualitatif 

2. pengumpulan data 

dilakukan dengan 

   a. wawancara 

   b.observasi 

   c. Dokumentasi 
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Lampiran 4 , izin penelitian 
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Lampiran 5, Dokumentasi 

 
Wawancara bersama Bapak Andi Herman ( Kepala Bidang distribusi 
pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone) 

 
Wawancara bersama Bapak Sucipto (Koordinator Badan Penyuluh 
Pertanian Kab. Bone) 

 
Wawancara bersama Bapak Andi Sepalawan,(Koordinator Badan 
Penyuluh Pertanian Kec. Ulaweng Kab. Bone) 
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Wawancara bersama Sekretaris Desa Jompie Kec. Ulaweng, Kab. 
Bone 

 
Wawancara bersama UPT Penyuluhan Dinas Pertanian Kab. Bone 

 
Wawancara bersama Kepala Desa Samaelo, Kec. Barebbo, Kab. Bone 
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Wawancara bersama Kepala Desa dan Ketua KWT Desa Jompie, Kab. 
Bone 

 
Wawancara bersama Ketua KWT Desa Corawalie, Kec. Barebbo, Kab. 
Bone 

 
Wawancara bersama Lurah Tokaseng, Kec. Tellu Siattinge , Kab. Bone 
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Wawancara bersama Kepala Desa Corawalie, Kec. Barebbo, Kab. Bone 

 
Wawancara bersama Kepala Desa Itterung, Kec. Tellu Siattinge, Kab. 
Bone 

 
Pengambilan data lokus penelitian bersama Bappeda Kab. Bone 
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Sinkronisasi data kemiskinan bersama Kepala Dinas Sosial Kab 
Bone 

 
Wawancara bersama Ketua KWT Desa Itterung, Kec. Tellu Siattinge 
Kab. Bone 

 
Wawancara bersama masyarakat Desa Corawalie, kec. Barebbo Kab. 
Bone 
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Wawancara bersama masyarakat desa pallawarukka 

 
Wawancara bersama Masyarakat Desa Corawalie 

 
Wawancara bersama Masyarakat Tokaseng 
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Wawancara anggota POKTAN Kel Tokaseng 

 
Wawancara  bersama Masyarakat kelurahan Tokaseng 

 
Wawancara bersama masyarakat Desa Samaelo 
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Wawancara bersama masyrakat Desa Itterung 

 
Wawancara bersama Masyarakat Desa Itterung 

Lampiran 6, Data Sekunder 

 
Data peta kemiskinan extream Kabupaten Bone 

 


